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ABSTRACT 
This thesis addresses the issue of performance analysis Commission I (one) rule of law field 
Regency North Kayong In the heading of public service that is based on good governance 
(Study period 2009-2014). From the results of research using normative legal research 
methods and sociological. One commission in Regency North Kayong is the first commission 
in charge of law and government. This field perform tasks related to the implementation of 
laws and legislation, administration, protection of Human rights (HAM), consumer protection, 
the implementation of regional autonomy, land, licensing, staffing and apparatus, eradication 
of drugs and alcohol, the eradication of gambling and prostitution, sospol and organizations 
and the eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN) .From the description of 
duties and authority of legislators of Commission I of the House of Representatives (DPRD) 
sometimes encounter some weakness that looks like: the low aspirations of members of 
Commission I DPRD North Kayong in giving opinion and judgment to the District 
Government of North Kayong in the implementation of the program implemented, the 
education and training provided to members of Commission I DPRD in the form of technical 
assistance which was held still a small fraction of participants, so that the performance and 
quality of work that is owned by members of Commission I DPRD not maximized for 
example in the preparation APBD, drafting laws, passage of the law proposed Regent and 
there of members of Commission I of the House who are less responsible for carrying out 
the tasks assigned to him like; determined to appear in court, proposing or input at meetings. 
This study used a qualitative research, which illustrates the fact that encountered in the field 
as it is. The use of this method aims to accurately measure the performance of legislators of 
Commission I of Governance by using qualitative analysis through pengambaran systematic 
and gather the facts available. Survey restricted to studies that collected data from a sample 
that represents the entire populasi.Dari results of research on the performance of members 
of Commission I DPRD North Kayong then the average respondent to respond less 
achieved obtained from respondents and informants of the ten indicators of research by the 
author spread good in the form of the questionnaire and interviews and observations by the 
author in lapangan.Adapun efforts to improve the performance of Angg ota Regency North 
Kayong include: providing education and training for members of Commission I DPRD North 
Kayong, increase the capabilities and potential of themselves and improve expertise and 
skill. 
Keywords: analysis, the performance of Commission I, In the operation, public 
service. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini membahas masalah analisa kinerja komisi I (satu) bidang hukum pemerintahan 
DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang 
berbasis tata pemerintahan yang baik (Studi Priode 2009-2014). Dari hasil penelitian 
menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis. Salah satu komisi yang ada di 
DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah komisi I yang membidangi hukum dan 
pemerintahan. Bidang ini melakukan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan hokum 
dan perundang-undangan,  pemerintahan, perlindungan Hak azasi manusia (HAM), 
perlindungan konsumen, pelaksanaan otonomi daerah, pertanahan, perizinan, kepegawaian 
dan aparatur, pemberantasan narkoba dan miras, pemberantasan judi dan prostitusi, sospol 
dan ormas dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).Dari uraian tugas dan 
wewenang anggota DPRD Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkadang 
menemui beberapa kelemahan yang terlihat seperti : rendahnya aspirasi anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan program yang 
dilaksanakan, pendidikan dan Latihan yang diberikan kepada anggota Komisi I DPRD 
berupa bimbingan teknis yang diselenggarakan masih sebagian kecil pesertanya, sehingga 
kinerja dan kualitas kerja yang dimiliki oleh anggota Komisi I DPRD belum maksimal 
misalnya dalam penyusunan anggaran APBD, penyusunan produk hukum, pengesahan 
Perda yang diajukan Bupati dan masih ada dari anggota Komisi I Dewan yang kurang 
bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya seperti ; hadir pada 
sidang yang ditentukan, memberikan usulan atau masukan saat rapat. Penelitian ini 
mengunakan penelitian kualititatif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui 
dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara 
cermat kinerja anggota DPRD Komisi I Bidang Pemerintahan dengan menggunakan analisa 
kualitatif melalui pengambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey 
dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh 
populasi.Dari hasil penelitian mengenai kinerja anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong 
Utara maka rata-rata responden memberikan tanggapan kurang tercapai yang diperoleh dari 
tanggapan responden maupun informan dari kesepuluh indikator penelitian yang penulis 
sebarkan baik dalam bentuk hasil kuesioner maupun hasil wawancara dan observasi yang 
penulis lakukan di lapangan.Adapun upaya-upaya peningkatan kinerja angg ota DPRD 
Kabupaten Kayong Utara antara lain : memberikan pendidikan dan latihan bagi anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara,meningkatkan kapabilitas dan Potensi diri dan 
meningkatkan keahlian dan skill. 
Kata Kunci  : Analisa, kinerja komisi I, Dalam penyelenggaraan,pelayanan publik. 
 
 
 
 
 
Latar Belakang  
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, 
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta 
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan 
pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman 
daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek 
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu 
diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan 
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu 
menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-
luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
secara umum dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah 
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Disebutkan juga bahwa otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) sampai dengan 
ayat (5)). 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Dari ketentuan tersebut di atas tergambar bahwa unsur atau susunan 
pemerintah daerah otonom meliputi pemerintah daerah dan DPRD. DPRD 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan. Diberikan fungsi-fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan 
kepada DPRD terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah dan 
institusi politik  diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel1. 
Melihat kedudukan pemerintah daerah dan DPRD seperti tersebut di atas, 
maka tergambar bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD 
merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. 
Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan 
daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling 
membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa 
peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna apabila antara pemerintah 
daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan 
daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-
masing. Dengan demikian, antar kedua lembaga itu membangun suatu 
hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan 
ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing2. 
Dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 kepada daerah otonom diberikan kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang salah satunya 
melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kepada DPRD diberikan fungsi 
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 
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23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai alat kelengakapan DPRD yang dalam 
Pasal 46 ayat (1) menyatakan Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: pimpinan, 
komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, Badan Kehormatan, dan alat 
kelengkapan lain yang diperlukan. Ayata (2) menyatakan Pembentukan, 
susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 
Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan 
bahwa alat kelengkapan DPR terdiri atas: 
a.  Pimpinan; 
b.  Badan Musyawarah; 
c.  Komisi; 
d.  Badan Legislasi; 
e.  Badan Anggaran; 
f.  Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; 
g.  Badan Kehormatan; 
h.  Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; 
i.  Badan Urusan Rumah Tangga; 
j.  Panitia khusus; dan 
k.  Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
dinyatakan: 
(1)  Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: 
a.  pimpinan; 
b.  Badan Musyawarah; 
c.  komisi; 
d.  Badan Legislasi Daerah; 
e.  Badan Anggaran; 
f.  Badan Kehormatan; dan 
g.  alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan 
wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD 
provinsi tentang tata tertib. 
 
Sedangkan mengenai alat kelengakapan DPRD Kabupaten/Kota sama dengan 
alat kelengkapan DPRD Provinsi yang diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009. 
Kemudian Pasal 352 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan 
wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD 
kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD 
kabupaten/kota. 
Dari beberapa ketentuan di atas terlihat bahwa baik Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
mengatur mengenai alat-alat kelengkapan DPRD (baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota), dan juga mengatur mengenai Komisi sebagai suatu wadah 
bagi terhimpunnya anggota DPRD yang tata cara pembentukan, susunan, serta 
tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD diatur dengan peraturan DPRD 
tentang tata tertib.  
Kemudian dalam rangka memberikan pedoman pembentukan peraturan 
tata tertib DPRD, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk 
Kabupaten Kayong Utara telah dibentuk Peraturan DPRD Kayong Utara  Nomor 
1  Tahun 2015 tentang Tata tertib DPRD Kayong Utara. 
Penelitian ini akan membahas tentang  bagaimana  kenerja Komisi I (satu) 
yang dilakukan  oleh   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara 
periode Tahun 2009-2014 dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah 
daerah kabupaten kayong Utara. Peneliti sangat tertarik meletakkan penelitian 
ini pada instansi DPRD, dimana DPRD menurut pasal 18 UUD 1945 Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan 
perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan sistem dan struktur 
pemerintahan demokratis di daerah. Sumber Daya Manusia di dalam Lembaga 
legislatif tersebut memiliki tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagai wakil 
rakyat yang kemudian akan membawa pengaruh baik atau buruk dalam roda 
pemerintahan daerah. 
Sedangkan tugas Komisi I DPRD antara lain: 
 Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah 
 Melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan rancangan 
keputusan DPRD 
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-
masing 
 Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD 
 Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
 Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah 
 Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
pimpinan DPRD 
 Mengadakan rapat kerja dengar pendapat 
 Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi 
 Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi (Buku Program Kerja DPRD Kab Kayong Utara) 
Adapun arti penting Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kayong Utara 
adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat didaerah kabupaten yang terdiri atas 
angggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan 
hasil pemilihan umum .Kabupaten Kayong Utara sebagai satuan pemerintahan 
dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan 
di kelolah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 
Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara berjumlah 20 orang yang terdiri 
dari 4 fraksi. Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan DPRD Kabupaten 
Kayong Utara dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 
Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten  
Kayong Utara  Tahun 2009 - 2014 
No Nama Fraksi 
Jumlah  
(orang) 
1   GOLKAR 4 
2   PPD 4 
3     DEMOKRAT 2 
4   PDIP 2 
5  PPP 2 
6  PDI-P 3 
7  PKS 1 
8  PBR 2 
9    PAN 1 
10  HANURA 1 
11  PDK 1 
 Jumlah 20 
Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara, 2015 
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 
dimasa yang akan datang sangat mutlak dilaksanakan. Hal ini dapat kita sadari 
ketika pemerintah dan DPR dalam kebijakan meletakkan otonomi daerah secara 
luas di kabupaten dan kota dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Otonomi Daerah, beberapa daerah tampak terkejut dan meragukan 
kemampuannya sendiri untuk dapat melaksanakan amanat tersebut. Dua aspek 
penting yang melatarbelakangi adalah kenyataan mengenai tingkat kualitas 
sumber daya manusia dan kemampuan keuangan dari pendapatan asli daerah 
yang dirasa sangat kurang. Tetapi dari dua aspek tersebut kualitas sumber daya 
manusia disepakati dari berbagai pihak sebagai faktor paling dominan terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah. Guna mensukseskan otonomi daerah , dalam 
menjalankan roda pemerintahan daerah dan pelayanan umum kepada 
masyarakat daerah maka sangat perlu membuat serangkaian peraturan hukum 
daerah yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.Dan kebijakan tersebut dituangkan dalam 
berbagai bentuk peraturan. 
Adapun jumlah komisi DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini 
Tabel 2 Jumlah anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara  
periode 2009-2014 dilihat dari penempatan setiap komisi 
No Komisi Bidang Jumlah Anggota 
1  I Hukum dan Pemerintahan 5 
2  II Pembagunan dan kesejahteraan Rakyat 6 
3  III Keuangan dan Pendapatan 5 
 Jumlah  11 
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 
Dari tabel di atas dapat terlihat, bahwa masing-masing anggota DPRD 
Kabupaten Kayong Utara dibagi dalam tiga komisi sesuai dengan bidang 
kemampuan masing-masing, sehingga pembagian tugas dan fungsi DPRD 
semakin jelas, dengan demikian semakin mempermudah DPRD dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. 
Salah satu komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah 
komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan. Bidang ini melakukan 
tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan hokum dan perundang-
undangan, pemerintahan, perlindungan Hak azasi manusia (HAM), perlindungan 
konsumen, pelaksanaan otonomi daerah, pertanahan, perizinan, kepegawaian 
dan aparatur, pemberantasan narkoba dan miras, pemberantasan judi dan 
prostitusi, sospol dan ormas dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). 
Untuk melihat jumlah anggota komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara 
dapat dilihat pada table berikut ini : 
Tabel 3 : Jumlah dan Nama Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara 
No Nama Keterangan 
1  Drs. Abdul Kadir Ketua 
2  Indra Riduani,SH Wakil 
3  H.Ngadikum Sekretaris 
4  H. Efendi Ahmad,S.Pd.I Anggota 
5  Suyatno Anggota 
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 
Keberadaan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah 
menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, 
setiap anggota Komisi I yang memiliki tugas pada bidang hukum dan 
pemerintahan dimana hasil kinerja yang dihasilkan komisi I DPRD tersebut 
dapat dilihat pada table berikut ini : 
 
 
 
Tabel 4 ; Data Hasil Kinerja Komisi I DPRD Kabupaten 
 Kayong Utara Tahun 2014 
No Program Kegiatan Penunjang Kegiatan Out put 
1. Melakukan 
monitoring 
pelaksanaan 
kebijakan 
pemerintah bidang 
pemerintahan 
umum dan 
pembinaan 
masyarakat 
1. Rapat intern 
2. Mengadakan rapat 
kerja/dengar 
pendapat dengan 
pasangan kerja yan 
berkaitan dengan 
pertanahan dan 
pemerintahan 
3. Pembahasan 
terhadap rencana 
perubahan perda 
1. Melakukan kajian 
terhadap data dan 
informasi yang 
diperoleh 
2. Inventarisasi data 
dan informasi untuk 
membahas kondisi 
dan latar belakang 
permasalahan yang 
terjadi 
3. Mencari solusi atas 
persoalan dan 
permasalahan yang 
timbul antara 
pemerintah, 
pengusaha dan  
masyarakat 
1. Menginventarisir 
data dan informasi
 yang diperoleh 
2. Kebijakan-
kebijakan yang  
diambil 
3. Catatan dan 
laporan hasil 
pertemuan 
4. Membuat 
rekomendasi ke 
instansi terkait, 
gubernur maupun 
pemerintah atasan 
2 Pengawasan 
Kinerja aparatur 
pemerintah dan 
pembangunan 
dengan melibatkan 
inspektorat, KPK, 
Kepolisian, 
kejaksanaan dll 
guna mencitakan 
pemerintahan yang 
bersih 
Menyampaikan 
aspirasi daerah 
yang diserap guna 
diperjuangkan 
Memberikan 
masukan atas 
evaluasi terhadap 
perda-perda yang 
berkaitan dengan 
pengawaasan 
1. Mengadakan rapat 
kerja/ dengar 
pendapat dengan 
pasangan kerja  
unit pengawasan 
pusat dan daerah 
2. Rapat intern  
komisi 
3. Menerima delegasi 
masyarakat dan 
pengunjuk rasa  
serta penyampaian 
asirasi kasus 
korupsi dan 
penyalahgunaan 
wewenang 
1. Mencari data dan 
informasi dari 
instansi terkait yang 
akan digunakan 
sebagai bahan 
pembahasan 
permasalahan 
pengawasan 
aparatur 
pemerintah 
2. Mengkaji data dan 
informasi yang 
diperoleh 
3. Mencari solusi 
terbaik atas 
persoalan yang 
telah dikaji bersama 
4. Melakukan 
kunjungan kerja 
Didalam maupun 
diluar kabupaten 
yang
 berkaitandengan 
permasalahan 
1. Menginventarisir 
data dan 
informasi yang 
diperoleh 
2. Kebijakan-
kebijakan yang 
diambil 
3. Catatan dan 
laporan hasil 
pertemuan 
4. Membuat 
rekomendasi ke 
instansi terkait, 
gubernur maupun 
pemerintah 
atasan 
5. Melakukan revisi 
atas perda-perda 
3. Pengawasan 
terhadap maalah 
kepegawaian dan 
system 
Pengawasan 
terhadap maalah 
kepegawaian dan 
system dalam 
mengisi informasi di 
satu instansi 
Pembahasan dan 
pengkajian masalah 
penerimaan CPNS 
dan pengangkatan 
honorer Melakukan 
evauasi terhadap 
PNS yang tidak 
sesuai dengan 
pangkat dan 
golongan dalam 
menduduki jabatan 
1. Mengadakan rapat 
kerja/dengar 
pendapat dengan 
pasangan kerja unit 
pengawasan pusat 
dan daerah 
2. Rapat intern 
komisi 
3. Menerima delegasi 
masyarakat dan 
pengunjuk rasa 
serta penyampaian 
asirasi kasus 
korupsi dan 
penyalahgunaan 
wewenang 
1. Mencari data dan 
informasi dari 
instansi terkait yang 
akan digunakan 
sebagai bahan 
pembahasan 
permasalahan 
kepegawaian di  
Kab Kayong Utara 
2. Melakukan kajian  
atas temuan pada 
saat rapat kerja 
3. Mencari solusi 
terbaik atas 
persoala yang telah 
dikaji bersama 
4. Melakukan 
kunjungan kerja 
didalam maupun 
diluar kabupaten 
1. Menginventarisir 
data dan informasi 
yang diperoleh 
2. Kebijakan-
kebijakan yang 
diambil Catatan 
dan laporan hasil 
pertemuan 
3. Membuat 
rekomendasi ke 
instansi terkait, 
gubernur maupun 
pemerintah atasan 
4. Melakukan revisi 
atas perda-perda 
5. Mengusulkan dan 
memberi masukan 
terhadap raperda 
yang baru 
berkaitan dengan 
masalah 
kepegawaian 
 
4. Pengawasan 
masalah hokum di 
Kabupaten Kayong 
Utara 
1. Mengadakan rapat 
kerja/dengar 
pendapat dengan 
pasangan kerja unit 
pengawasan pusat 
dan daerah 
2. Rapat intern komisi 
1. Mencari data dan 
informasi dari 
instansi terkait yang 
akan digunakan 
sebagai bahan 
pembahasan 
permasalahan 
kepegawaian di Kab 
Kayong Utara 
2. Melakukan kajian 
atas temuan pada 
saat rapat kerja 
3. Mencari solusi 
terbaik atas 
persoalan yang 
telah dikaji bersama 
1. Menginventarisir 
data dan informasi 
yang diperoleh 
2. Kebijakan-
kebijakan yang 
diambil 
3. Mengusulkan dan 
memberi masukan 
terhadap raperda 
yang baru 
berkaitan dengan 
masalah hukum 
Sumber : Sekretariat Dprd Kab Kayong Utara, 2015 
Salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kayong Utara 
untuk meningkatkan kinerjanya adalah dengan melakukan pendidikan atau 
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta membimbing 
anggota DPRD sehingga lebih berkualitas dalam melakukan pekerjaan 
khususnya anggota komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara. 
Untuk melihat pendidikan dam pelatihan yang diadakan bagi anggota 
DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 5 : Diklat Bagi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara 
No. Pendidikan dan Latihan 
Jumlah peserta  
(orang) 
1.  Bimbingan Teknis PP tentang pelaporan penyelenggaraan 
daerah 
 
4 
2.  Studi banding perubahan Perda Kabupaten tentang kedudukan 
protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota 
 
10 
3.  Bimbingan teknis (Bintek) PP No 3 tahun 2007 tentang laporan 
penyelenggaraan pemerintahan 
 
3 
4.  Bimbingan teknis PP no 42 tahun 2007 tentang perampingan 
organisasi perangkat daerah 
 
2 
5.  Studi banding perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD 10 
6.  
 
Studi banding pembahasan Raperda tentang retrbusi 
pemakaian Perumahan Daerah 
8 
7.  Studi banding Raperda penyusunan Perdes 10 
8.  Pelatihan membangun komunikasi dengan media 2 
9.  Bimbingan teknis penyusunan APBD tahun 2010 8 
10.  Bimbingan teknis penyusunan produk hukum 7 
11.  Workshop peraturan BPKJR tentang standarisasi pemeriksaan 
keuangan daerah 
 
10 
12.  Workshop implementasi UU Parpol 7 
Sumber : DPRD Kabupaten Kayong Utara, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak DPRD Kabupaten Kayong 
Utara melakukan diklat bagi anggotanya, namun pendidikan dan latihan yang 
diselenggarakan lebih mengarah kepada bimbingan teknis bagi anggota DPRD 
Kabupaten Kayong Utara, namun disayangkan dari pendidikan dan latihan yang 
diselenggarakan tidak diikuti semua anggota komisi I DPRD Kabupaten Kayong 
Utara. Komisi I sebagai salah satu komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kayong 
Utara membidangi masalah pemerintahan meliputi pemerintahan, ketertiban dan 
keamanan, komunikasi dan pers, hukum, perundang-undangan, kepegawaian dan 
aparatur, perizinan, social dan politik, organisasi masyarakat, hubungan luar 
negeri dan pertanahan. 
Komisi I pada DPRD Kabupaten Kayong Utara memiliki tugas 
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, melakukan pembahasan 
atas rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan atas pembangunan, 
pemerintahan, keuangan dan kemasyarakatan.Dari uraian tugas dan wewenang 
anggota DPRD Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkadang 
menemui beberapa kelemahan yang terlihat seperti : 
1. Kurangnya pengawasan dan pertimbangan yang dilakukan oleh anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara atas pembangunan yang telah 
dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara. 
2. Kurangnya peranan DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah 
dan melakukan penetapan. serta pengesahan peraturan perundang-
undangan 
3. Kurangnya keandilan pihak Komisi DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam 
meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat persoalan 
tersebut dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul: ANALISA KINERJA 
KOMISI I (SATU) BIDANG HUKUM PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN 
KAYONG UTARA DALAM MENUJU PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PUBLIK YANG BERBASIS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Priode 
2009-2014) 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana kinerja  pengawasan komisi I (satu) bidang hukum dan 
pemerintahan DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam menuju 
penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis tata pemerintahan yang 
baik ? 
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh komisi i (satu) bidang hukum 
dan pemerintahan yang ada di DPRD Kayong Utara peningkatan kinerja 
dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bercirikan tata 
pemerintahan yang baik ? 
Pembahasan 
Kinerja  Pengawasan Komisi I (Satu) Bidang Hukum Dan Pemerintahan 
DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Menuju Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik Yang Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil responden penelitian dari anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara sebanyak 5 orang. Tingkat pendidikan 
mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintahan 
maupun sebagai anggota DPRD Komisi I Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa pendidikan responden anggota DPRD Komisi I, adalah tamatan 
sekolah menengah atas. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan responden 
dapat dilihat pada tabel IV. 1 berikut ini : 
Tabel 6 : Jumlah Responden dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1.  SD - - 
2.  SLTP - - 
3.  SLTA 3 60,00 
4.  Diploma DIII - - 
5.  Perguruan Tinggi 2 40,00 
6.  Pasca Sarjana - - 
Jumlah 5 100 % 
 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 
tingkat pendidikan SD sampai pendidikan SLTP tidak ada, untuk responden yang 
berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang atau 60,00%, untuk responden yang 
berpendidikan Diploma III tidak ada dan untuk tamatan Perguruan Tinggi 
sebanyak 2 orang atau 40,00%.Dengan demikian, jelaslah bahwa tingkat 
pendidikan responden anggota DPRD Kabupaten Kayong utara, Sekwan dan 
Setda cenderung rendah (yakni sebagian besar tamatan perguruan tinggi dan 
Pasca Sarjana). 
Umur seseorang di lingkungan organisasi merupakan salah satu factor 
yang mempengaruhi dalam suksesnya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan kepada dirinya, semakin tinggi umur yang dimiliki seseorang maka 
cenderung semakin tinggi pengalamannya. Untuk mengetahui bagaimana jumlah 
responden anggota DPRD Komisi I, Sekwan dan Setda berdasarkan umur yang 
dimilikinya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 7 : Jumlah Responden dan Informan Berdasarkan Umur 
No. Umur Jumlah Persentase 
1.  26 -35 tahun - - 
2.  36 - 45 tahun 3 60,00 
3.  46 -55 tahun 2 40,00 
4.  >56 tahun - - 
Jumlah 5 100,00 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2011 
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian yang 
memiliki masa umur 26 – 35 tahun tidak ada, , responden anggota DPRD Komisi I 
yang memiliki umur 36 – 45 tahun sebanyak 3 orang responden atau 60,00%, 
untuk responden anggota DPRD Komisi I yang memiliki umur berkisar 46 – 55 
tahun sebanyak 2 orang atau 40,00%. 
Pada dasarnya kinerja sumber daya manusia merupakan hasil proses yang 
kompleks, baik berasal dari diri pribadi sumber daya manusia (internal factor) 
maupun upaya strategis dari organisasi. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, 
tujuan, harapan dan lain-lain, sementara contoh faktor eksternal adalah 
lingkungan fisik dan non fisik organisasi. Kinerja yang baik tentu saja merupakan 
harapan bagi semua organisasi dan institusi yang mempekerjakan sumber daya 
manusia, sebab kinerja sumber daya manusia ini pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Kinerja seorang sumber daya manusia dapat tercipta bila organisasi 
tersebut mampu memberikan penghargaan terhadap individu anggota organisasi 
sebagai bentuk pengharagaan tersebut suatu organisasi telah menetapkan 
jenjang karir yang terencana, yaitu suatu perencanaan karir sumber daya 
manusia dengan tujuan agar sumber daya manusia dapat menduduki suatu 
jenjang yang lebih baik sepanjang pekerjaannya. Selain perencanaan karir 
organisasi melakukan promosi jabatan, promosi jabatan yang jelas dalam 
organisasi akan memberikan pengharapan kepada sumber daya manusia untuk 
bekerja lebih baik. 
Secara filosofi pemerintah daerah dibentuk untuk melayani kebutuhan 
masyarakat. Dari tujuan politis dan administrative, misi utama keberadaan 
pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui 
penyediaan pelayanan public secara efektif, efisien, ekonomi, transparan, 
partisipatif dan demokratis. Sementara demokrasi pada penyelenggaraan 
pemerintahan daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah dijalankan oleh 
masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis guna 
menjalankan misi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. 
Kedudukan DPRD dalam system pemerintahan daerah sebagai bagian dari 
system pemerintahan Negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring 
dinamika perubahan system desentralisasinya. Pada saat system 
pemerintahannya bersifat sangat sentralistik maka kedudukan DPRDnya dibuat 
lemah. Sebaliknya pada system pemerintahannya sangat desentralistik maka 
kedudukan DPRD dibuat menjadi kuat. Selain itu kuat lemahnya kedududkan 
DPRD ditentukan pula oleh system pemerintahan di tingkat nasional. Pada saat 
system pemerintahannya berbentuk presidensil yang kuat maka DPRD dibuat 
menjadi lemah. Sebaliknya pada saat pemerintahan nasional menggunakan 
system parlementer maka kedudukan DPRD nya dibuat kuat. 
Dalam system pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah unsure penyelenggara 
pemerintahan daerah. Istilah ini konkordan dengan istilah unsur penyelenggara 
negera pada tingkat nasional yang biasa digunakan dalam bahasa konstitusi. 
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kedudukan DPRD adalah 
sejajar dan merupakan mitra Kepala Daerah dengan fungsi masing-masing DPRD 
lebih banyak menjalankan fungsi mengatur dalam bentuk membuat kebijakan 
berupa peraturan daerah, sedangkan kepala daerah lebih banyak menjalankan 
fungsi mengurus dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 
DPRD. 
Anggota DPRD Kabupaten Kayong utara dipilih untuk melaksanakan tugas 
sebagai penyaluran aspirasi masyarakat. Untuk itu anggota DPRD wajib 
melaksakan berbagai tugas dan kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak jarang dan sebagian besar 
anggota DPRD tersebut tidaklah melaksanakan tugas-tugasnya dan hanya 
mementingkan kepentingan pribadi atau golongan saja dan hal ini sangatlah 
bertentangan dengan apa yang telah direncanakan dan dirumuskan sebelumnya. 
Berikut akan penulis sajikan hasil penelitian tentang kinerja anggota Komisi 
I DPRD Kabupaten Kayong utara pada uraian berikut ini ; 
 
1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan 
Setiap daerah memiliki masyarakat yang komplek, terdiri dari berbagai 
suku, agama dan ras. Untuk mempertahankan kerukunan masing-masing 
masyarakat yang memiliki keanekaragaman tersebut maka anggota Komisi I 
memiliki tugas dan andil untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kerukunan masyarakat tersebut sehingga kehidupan masyarakat dapat menjadi 
lebih tertib dan nyaman. 
Kemampuan anggota Komisi I DPRD dalam hal ini adalah bagaimana 
anggota DPRD Kabuapten Kayong utara tersebut mempertahankan dan 
memelihara kerukunan umat beragama dan masyarakat sehingga tidak terjadi 
perselisihan yang dapat menyebabkan pertikaian yang mengancam tatanan 
kehidupan masyarakat. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong utara dalam mempertahankan dan memelihara kerukunan 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 8  : Tanggapan Responden Tentang Mempertahankan  
dan Memelihara Kerukunan 
No 
Sub Indikator  
(Item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Kerukunan umat beragama 2 3 - 5 
2.  Kerukunan antar masyarakat 2 3 - 5 
3.  Menjaga keutuhan daerah 1 2 2 5 
Jumlah 5 8 2 15 
Rata-rata 1 3 1 5 
Persentase 33,33 53,33 13,33 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai memelihara dan mempertahankan 
kerukunan maka sebanyak 1 orang responden atau 33,34 % memberikan 
tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 53,34% memberikan tanggapan 
kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 13,34% memberikan 
tanggapan tidak tercapai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ngadikun anggota Komisi I  
DPRD Kabupaten Kayong utara pada tanggal 12-8-2015 yang mengatakan : 
“Kabupaten Kayong utara merupakan salah satu Kabupaten memiliki 
masyarakat yang kompleks begitu juga dengan agama yang dianut oleh 
masing-masing masyarakat tersebut, untuk itu Anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong utara berupaya untuk mempertahankan dan 
memelihara kerukunan umat beragama yang terdapat ditengah-tengah 
masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan tertib, 
namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapatnya permasalahan 
yang menyangkut agama masyarakat dan ini menjadi suatu pekerjaan 
rumah bagi Anggota DPRD I Kabupaten Kayong utara untuk 
menanganinya “. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai, disini dapat diartikan bahwa anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara masih kurang menciptakan 
permasalahan kerukunan umat beragama yang menjadi salah satu dilema social 
yang dihadapi Anggota Komisi I DPRD Kayong utara. 
 
b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan rancangan 
keputusan DPRD 
Disadari bahwa merancang suatu peraturan perundang-undangan 
bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan persepsi tertentu berkaitan dengan 
kualitas peraturan perundang-undangan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi 
peraturan perundang-undangan.Perlunya dilakukan pengawasan yang efektif 
untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas untuk itu 
diperlukan sumber daya yang bertanggung jawab terhadap monitoring atau 
evaluasi perda selalin harus memiliki pendidikan atau pengetahuan yang luas 
serta memenuhi syarat pihak anggota DPRD juga hendaknya memiliki 
pengalaman dan kepribadian yang maksimal agar kualitas peraturan perundang-
undangan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. 
Pengajuan rancangan suatu peraturan daerah disamping pertimbangan 
politis dan yuridis, diperlukan penerapan system manajemen peraturan 
perundangundangan yang terdiri dari berbagai unsur yakni pengumpulan 
informasi dan analisis, proses konsultasi, inventarisasi serta pengkajian 
peraturan perundangundangan yang terdahulu secara berkala. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden anggota DPRD 
Komisi I mengenai melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan 
Rancangan keputusan DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
 
 
Tabel 9 : Tanggapan Responden Tentang Melakukan pembahasan terhadap 
rancangan Perda dan rancangan keputusan DPRD 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1. Merancang perda 2 1 2 5 
2. Membahas perda 3 2 - 5 
3. Pengawasan terhadap perda 1 2 2 5 
Jumlah 6 5 4 15 
Rata-rata 2 2 1 10 
Persentase 40,00 33,33 26,66 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong utara mengenai melakukan pembahasan terhadap rancangan 
Perda dan rancangan keputusan DPRD maka sebanyak 2 orang responden atau 
40,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 2 orang atau 60,00% 
memberikan tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 
26,66% memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan H. Efendi Ahmad,S.Pdi salah satu 
anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara pada tanggal 12/08/15 yang 
mengatakan : 
“Sejauh ini inisiatif dari anggota Komisi I DPRD dalam mengajukan 
rancangan peraturan daerah masih kurang dimana anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara tidak ada keinginan untuk 
menggunakan hak usulnya dalam mengajukan usul rancangan 
Peraturan Daerah, selain itu masih rendahnya Sumber Daya Manusia 
yang dimiliki anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara dan 
masih kurangnya kerjasama yang dimiliki oleh sesama anggota DPRD 
dalam menggunakan hak usul mereka untuk merancang Peraturan 
Daerah yang berkualitas dan berbobot “. 
Dari uraian di atas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara masih kurang memiliki inisiatif dalam 
memberikan hak usul mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan kurangnya 
inisiatif yang dimiliki anggota Komisi I DPRD ini menyebabkan kurang suksesnya 
tugas-tugas anggota DPRD berkenaan dengan pengajuan usul rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong utara. 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi 
masing-masing 
Tujuan pembangunan hanya dapat tercapai melalui pembangunan yang 
direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap dan terarah dengan 
menggerakan seluruh potensi yang bergerak sebagai penggerak, terutama 
melalui pembangunan organisasi yang merupakan suatu faktor yang sangat 
menunjang kelancaran dari setiap aspek yang akan dibangun. Pembangunan 
organisasi merupakan pergerakan dari sumber-sumber terutama penyusunan 
orang-orang ke dalam suatu pola yang terakhir, sehingga mereka dapat 
melaksanakan tugasnya seefisien mungkin dan pola ini disebut dengan struktur 
organisasi. 
Pembangunan daerah merupakan perpaduan kegiatan pembangunan 
sektoral dan regional dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Oleh 
karenanya perlu selalu diusahakan peningkatan dan pemantapan partisipasi 
masyarakat dengan menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggung jawab 
masyarakat terhadap pembangunan yang berlangsung di daerah. 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembangunan pada dasarnya 
merupakan suatu proses perpaduan antara kelompok kegiatan utama, yaitu 
berbagai kegiatan pemerintah daerah di satu pihak dan kegiatan masyarakat di 
lain pihak. Perlu disadari pula bahwa pelaksanaan pembangunan itu bukanlah 
suatu beban yang ringan bagi pemerintah, hal ini disebabkan keterbatasan 
pemerintah dalam berbagai aspek. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan 
responden tentang pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, 
pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 10 : Tanggapan Responden Tentang Melakukan Pengawasan terhadap 
Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan 
Bidang Komisi Masing-Masing 
No Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Pengawasan pelaksanaan 
pembangunan 
1 3 1 5 
2.  Pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan 
1 3 1 5 
3.  Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kemasyarakatan 
1 3 1 5 
Jumlah 3 9 3 15 
Rata-rata 1 3 1 10 
Persentase 20,00 60,00 20,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan 
Bidang Komisi masing-masing maka sebanyak 1 orang responden atau 20,00% 
memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 60,00% memberikan 
tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 20,000% 
memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan informan tentang pengawasan 
terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai 
dengan bidang komisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 11 : Tanggapan Informan Tentang Melakukan Pengawasan terhadap 
Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan 
Bidang Komisi Masing-Masing 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Pengawasan pelaksanaan 
pembangunan 
 
1 
 
4 
 
- 5 
2.  Pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan 
 
1 
 
4 
 
- 
 
5 
3.  Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kemasyarakatan 
 
1 
 
4 
 
- 
 
5 
Jumlah 3 12 - 
15 
Rata-rata 1 4 - 
5 
Persentase 20,00 80,00 - 
100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan informan mengenai melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan sesuai dengan Bidang Komisi masing-masing maka sebanyak 1 
orang responden atau 20,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 4 
orang atau 80,00% dan untuk yang memberikan tanggapan kurang tercapai tidak 
ada. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Riduani,SH Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong utara pada tanggal 12/08/15 yang mengatakan : 
“Dalam merumuskan pengawasan pembangunan di Kabupaten Kayong 
utara pihak DPRD khususnya komisi I dan beberapa pihak terkait 
melakukan perumusan perencanaan pembangunan. Dalam mengawasi 
pembangunan anggota komisi I tidak dapat bertindak dan merumuskan 
sendiri saja karena selain pihak-pihak instansi terkait ikut merumuskan 
dan mengawasi, pihak komisi I juga harus merangkul masyarakat atau 
tokoh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan merencanakan 
pembangunan didaerahnya hal ini bertujuan agar pihak terkait 
mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dan 
harus direncanakan pembangunannya“. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara masih kurang menjalankan pengawasan 
bagi jalannya pembangunan, pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Kayong 
utara. 
 
d. Membantu pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah kepala daerah 
dan masyarakat 
Pihak DPRD Kabupaten Kayong utara menyadari bahwa dalam 
melaksanakan tugas-tugas mereka khususnya dalam melaksanaan tugas setiap 
angggota Komisi I DPRD harus membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan 
tugas-tugas yang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Dalam sejarah telah digariskan bahwa terdapat sejarah yakni 
DPRD bekerja sama dengan kepala daerah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang tengah dikemas kepala 
daerah beserta anggota DPRD perlu dijalankan dengan maskimal sehingga 
mencapai kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah. 
Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian mengenai 
Membantu pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah kepala daerah dan 
masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 12  : Tanggapan Responden Tentang Membantu pimpinan DPRD untuk 
menyelesaikan masalah kepala daerah dan masyarakat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Masalah yang berkaitan 
dengan tanah ulayat 
1 3 1 5 
2.  Masalah kepemimpinan kepala 
daerah 
1 3 1 5 
3.  Masalah kebijakan yang 
diambil kepala daerah 
1 3 1 5 
Jumlah 3 9 3 30 
Rata-rata 1 3 1 4 
Persentase 20,00 60,00 20,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai membantu pimpinan DPRD untuk 
menyelesaikan masalah kepala daerah dan masyarakat maka sebanyak 1 orang 
responden atau 20,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang 
atau 60,00% memberikan tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang 
responden atau 20,00% memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Untuk mengetahui informan mengenai membantu pimpinan DPRD untuk 
menyelesaikan masalah kepala daerah dan masyarakat dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 13 : Tanggapan Informan Tentang Membantu pimpinan DPRD untuk 
menyelesaikan masalah kepala daerah dan masyarakat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Masalah yang berkaitan 
dengan tanah ulayat 
 
1 
 
3 
 
1 
 
5 
2.  Masalah kepemimpinan kepala 
daerah 
 
1 
 
3 
 
1 
 
5 
3.  Masalah kebijakan yang 
diambil kepala daerah 
 
1 
 
3 
 
1 
 
5 
Jumlah 3 9 3 15 
Rata-rata 1 3 1 
6 
Persentase 20,00 60,00 20,00 
100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan informan mengenai membantu 
pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah kepala daerah dan masyarakat 
maka sebanyak 1 orang responden atau 16,67% memberikan tanggapan 
tercapai, sebanyak 4 orang atau 66,67% memberikan tanggapan kurang 
tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 16,67% memberikan tanggapan 
tidak tercapai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ngadikum anggota DPRD 
Kabupaten Kayong utara pada tanggal 12/08/15 yang mengatakan : 
“Perlunya koordinasi dan kerja sama yang baik antara anggota Komisi I 
dan Kepala daerah sehubungan penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Kayong utara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa antara 
anggota komisi I DPRD dan Kepala Daerah masih kurang melakukan 
komunikasi dengan intensif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
lebih baik“. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden anggota 
Disini dapat diartikan bahwa anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara 
belum maksimal menciptakan penyelesaian Kepala Daerah dan masyarakat. 
e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
Aspirasi masyarakat sangat membangun dan dapat memberikan 
masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kayong utara. 
Aspirasi masyarakat disini merupakan suara dari masyarakat untuk 
menyampaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan dan 
keinginan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak DPRD dan masyarakat merasakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselengarakan memang benar-
benar berjalan dengan maksimal. 
Dalam hal ini yang di maksud adalah bagaimana anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara dapat menjalankan pemerintahan daerah di 
Kabupaten Kayong utara yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan 
masyarakat Kabupaten Kayong utara. 
Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian mengenai 
menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 14: Tanggapan Responden Tentang Menerima, menampung dan membahas 
serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Menampung aspirasi 
masyarakat 
2 2 1 5 
2.  Membahas aspirasi yang 
disampaikan 
2 2 1 5 
3.  Menindaklanjuti aspirasi 2 2 1 5 
Jumlah 6 6 1 15 
Rata-rata 2 2 1 5 
Persentase 40,00 40,00 10,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai menerima, menampung dan 
membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat maka sebanyak 2 orang 
responden atau 40,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 2 orang 
atau 40,00% memberikan tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang 
responden atau 10,00% memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Sedangkan aspirasi dan usulan DPRD antara lain ; 
1. Sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan 
2. Kesejahteraan aparatur pemerintahan 
3. Pemekaran desa 
4. Pemekaran kecamatan 
5. Perbatasan tanah ulayat 
Untuk mengetahui tanggapan informan penelitian mengenai menerima, 
menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 15 : Tanggapan Informan Tentang Menerima, menampung dan membahas 
serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Menampung aspirasi masyarakat 3 2 - 5 
2.  Membahas aspirasi yang 
disampaikan 
3 2 - 
5 
3.   Menindaklanjuti aspirasi 3 2 - 5 
Jumlah 9 6 - 15 
Rata-rata 3 2 - 5 
Persentase 60,00 40,00 - 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan informan mengenai menerima, 
menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat maka 
sebanyak 3 orang responden atau 60,00% memberikan tanggapan tercapai, 
sebanyak 2 orang atau 40,00% memberikan tanggapan kurang tercapai dan 
tidak ada yang memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Drs. Abdul Kadir 
(mantan anggota dan Mantan Ketua Komisi I DPRD Kayong Utara) tanggal 
13/08/15 : 
”Bahwa pihak Komisi I DPRD berusaha menjalankan tugasnya dengan 
menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk penyaluran aspirasi 
masyarakat terhadap penyelenggaraan daerah yang berjalan sejauh ini, 
masyarakat merasa ada diikutsertakan dalam pembahasan masalah 
perkembangan daerah sehingga potensi yang dimiliki masyarakat 
melalui aspirasinya cukup tertampung maksimal”. 
Berikut wawancara dengan Suyatno  salah satu anggota Komisi I  
DPRD tanggal 21/08/15 : 
”Masih kurangnya anggota Komisi I dalam menjalin komunikasi yang 
berkesinambungan dengan masyarakat Kabupaten Kayong utara 
sehingga aspirasi yang ingin disalurkan masyarakat sebagai 
perwujudan masukan bagi penyelenggaraan daerah kurang tertampung 
dengan maksimal”. 
Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa salah satu tugas Komisi 
I DPRD tidak akan lepas dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 
yakni kemampuan untuk memperhatikan dan menampung serta menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Dengan adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat 
maka terjalinnya komunikasi antara anggota Komisi I dengan masyarakat secara 
langsung dan pihak Komisi I DPRD dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan 
menyelenggarakan pembangunan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara masih kurang menampung aspirasi 
yang disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Kayong utara. 
f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 
Orientasi atau tujuan dari otonomi daerah, salah satunya adalah 
mengupayakan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk dikelola dengan 
memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada yang 
membentuk masyarakat yang lebih maju dan sejahtera lahir dan bathin. Otonomi 
daerah juga membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan 
budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan prinsip 
demokratisasi untuk kepentingan masyarakat, pemerataan dan keadilan. 
Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik didorong timbulnya rasa 
tanggung jawab, menjamin bahwa pekerjaan dapat diarahkan dengan benar, 
melaksanakan tugastugas dengan disiplin tinggi. 
Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara dirasa perlu adanya suatu metode yang 
merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari berbagai komponen yang satu 
sama lainnya saling berkaitan dan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan 
tugas. Ini berarti dalam pelaksanaan tugas di setiap dinas, aparat pemerintah 
harus dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar 
kegiatan pembangunan dapat berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian mengenai 
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 
Tabel 16 : Tanggapan Responden Tentang Memperhatikan upaya 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Peningkatan perekonomian 
rakyat 
1 3 1 10 
2.   Peningkatan pendidikan rakyat 1 3 1 10 
3.   Peningkatan kesehatan rakyat 1 3 1 10 
Jumlah 3 9 3 15 
Rata-rata 1 3 1 5 
Persentase 20,00 60,00 20,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai memperhatikan upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat di daerah maka sebanyak 1 orang responden atau 20,00% 
memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 60,00% memberikan 
tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 20,000% 
memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Untuk mengetahui tanggapan informan mengenai memperhatikan upaya 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 17 : Tanggapan Responden Informan Tentang Memperhatikan upaya 
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Peningkatanperekonomian rakyat 1 3 1 5 
2.  Peningkatan pendidikan rakyat 1 3 1 5 
3.  Peningkatan kesehatan rakyat 1 3 1 5 
Jumlah 3 9 3 
18 
Rata-rata 1 3 1 
6 
Persentase 20,00 60,00 20,00 
100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai memperhatikan upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyat di daerah maka sebanyak 1 orang responden atau 20,00% 
memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 60,00% memberikan 
tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 20,00% 
memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suyatno salah 
seorang anggota Komisi I DPRD Kabuapten Kayong Utara tanggal 13/06/11 : 
”Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara dituntut untuk 
melaksanakan fungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai penanggung 
jawab dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat maka anggota 
Komisi I memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan guna 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. diharapkan melalui berbagai 
langkah nyata yang dilakukan membuat masyarakat mampu memperbaiki 
taraf hidup mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, 
namun hal ini merupakan hal sulit yang sangat sulit teralisasi dengan 
maksimal karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Anggota 
Komisi I untuk menjalankan tugasnya”. 
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya suatu 
kebijaksanaan tentang pengembangan masyarakat dari segala bidang sehingga 
dapat masyarakat dapat mengisi kebutuhan yang ada dan mencapai 
kesejahteraan hidupnya. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa 
kemampuan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara dalam 
menciptakan kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan optimal. 
g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
pimpinan DPRD 
Sebagai seorang anggota DPRD mereka adalah wakil dari rakyat dalam 
rangka meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, sementara terlihat anggota DPRD yang duduk dikursi pemerintahan 
sebagai wakil penyampaian aspirasi rakyat mereka kurang aspiratif memberikan 
masukan kepada pemerintah daerah sehingga perencanaan pembangunan, 
pelaksanaan Perda di Kabupaten Kayong utara kurang berjalan sesuai dengan 
harapan. 
Manajemen SDM yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang 
dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan 
organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasi apa yang ingin dicapai. 
Demikian pula para anggota DPRD Kabupaten Kayong utara dalam melakukan 
kegiatan yang dikelolanya dengan melakukan kunjungan kerja di lapangan. 
Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian mengenai melakukan 
kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 18 : Tanggapan Responden Tentang Melakukan kunjungan kerja komisi yang 
bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1 
2 
 
3 
Melakukan Kunjungan kerja 
Membuat  laporan atas 
kunjungan kerja 
kunjungan kerja atas persetujuan 
pimpinan 
1 
 
1 
 
1 
3 
 
3 
 
3 
1 
 
1 
 
1 
5 
 
5 
 
5 
Jumlah 3 9 3 15 
Rata-rata 1 3 1 5 
Persentase 20,00 60,00 20,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai melakukan kunjungan kerja komisi 
yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD maka sebanyak 1 orang 
responden atau 20,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang 
atau 60,00% memberikan tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang 
responden atau 20,00% memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Untuk mengetahui tanggapan informan melakukan kunjungan kerja komisi 
yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 19: Tanggapan Informan Tentang Melakukan kunjungan kerja komisi yang 
bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1 
 
2 
 
3 
 
 
Melakukan kunjungan kerja 
Membuat laporan atas 
kunjungan kerja 
Kunjungan kerja atas 
persetujuan pimpinan 
1 
 
1 
 
1 
4 
 
4 
 
4 
- 
 
- 
 
- 
5 
 
5 
 
5 
Jumlah 3 12 - 15 
Rata-rata 1 4 - 5 
Persentase 20,00 80,00  100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai melakukan kunjungan kerja komisi 
yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD maka sebanyak 1 orang 
responden atau 20,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 4 orang 
atau 80,00% memberikan tanggapan kurang tercapai dan tidak ada memberikan 
tanggapan tidak tercapai. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Indra 
Riduani,SH anggota Komisi I DPRD Kabuapten Kayong utara tanggal 
13/08/2015 : 
”Anggota Komisi I diupayakan melakukan kunjungan-kunjungan kerja 
didaerah-daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan 
potensi yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Kayong utara saat ini 
belum maksimal, karena masih kurangnya peningkatan kapabilitas dan 
potensi dari anggota DPRD Kabupaten Kayong utara sesuai persetujuan 
Ketua/Pimpinan”. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa kunjungan 
kerja oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara belum dapat 
berjalan optimal. 
h. Mengadakan rapat kerja dengar pendapat 
Rapat kerja merupakan salah satu bentuk agenda kerja yang dilakukan 
oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara, dalam rapat kerja ini 
semua anggota dapat mengemukakan usulan ataupun mendengarkan pendapat 
dari anggota lainnya sehingga tercipta musyawarah yang integral. 
Rapat kerja pendapat sangat penting dilakukan karena melalui wahana ini 
semua anggota dapat saling hearing dalam membicarakan permasalahan yang 
tengah terjadi di lapangan, melalui kegiatan hearing masing-masing anggota 
dapat saling berkoordinasi dalam memutuskan pilihan atau keputusan yang 
terbaik bagi penyelenggaraan organisasi di lingkungan DPRD Kabupaten Kayong 
utara. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang 
mengadakan rapat kerja dengar pendapat dapat dilihat pada table hasil 
penelitian berikut ini : 
Tabel 20 : Tanggapan Responden Tentang Rapat Kerja Dengar Pendapat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Dengar pendapat dengan 
anggota komisi lainnya 
 
1 
 
4 
 
- 
 
5 
2.  Dengar pendapat dengan 
tokoh masyarakat 
 
1 
 
4 
 
- 
 
5 
3.  
Rapat kerja tahunan 1 4 - 
5 
Jumlah 3 12 - 15 
Rata-rata 1 4 - 10 
Persentase 20,00 80,00 - 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai melakukan rapat kerja dengar 
pendapat maka sebanyak 1 orang responden atau 20,00% memberikan 
tanggapan tercapai, sebanyak 4 orang atau 80,00% memberikan tanggapan 
kurang tercapai dan tidak ada yang memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara melakukan dengar 
pendapat bersama instansi terkait lainnya seperti ; BAKD, BTN/Agraria, 
Kejaksaan, Kepolisian dan instansi lannya/Pemerintahan 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang 
mengadakan rapat kerja dengar pendapat dapat dilihat pada tabel hasil 
penelitian berikut ini : 
Tabel 21 : Tanggapan Informan Tentang Rapat Kerja Dengar Pendapat 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Dengar pendapat dengan 
anggota komisi lainnya  
3 2 - 5 
2.  Dengar pendapat dengan 
tokoh masyarakat 
3 2 - 5 
3.  Rapat kerja tahunan 3 2 - 
 
5 
Jumlah 9 6 - 15 
Rata-rata 3 2 - 5 
Persentase 60,00 40,00 - 18,75 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2011 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan informan mengenai melakukan 
rapat kerja dengar pendapat maka sebanyak 3 orang responden atau 50,00% 
memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 50,00% memberikan 
tanggapan kurang tercapai dan tidak ada yang memberikan tanggapan tidak 
tercapai. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Suyatno, salah 
seorang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara tanggal 13/08/15: 
”Rapat kerja dengar pendapat atau hearing merupakan salah satu 
program yang dijalankan oleh anggota komisi I DPRD Kabupaten 
Kayong utara, hearing bertujuan untuk mengambil keputusan yang 
terbaik atas masukanmasukan yang diberikan oleh anggota, dengan 
pelaksanaan dengar pendapat ini maka suatu keputusan dapat diambil 
sesuai dengan hasil hearing yang dilakukan, namun hearing yang 
dijadwalkan sering tidak terlaksana hal ini dilakukan karena 
bertabrakannya jadwal masing-masing anggota Komisi I DPRD”. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. Disini dapat diartikan bahwa rapat kerja 
dengar pendapat yang dilakukan oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten 
Kayong utara belum terealisasi optimal. 
i.  Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi 
Pengajuan usul yang dilakukan anggota Komisi I DPRD Kabupaten 
Kayong utara kepada pimpinan DPRD bertujuan untuk mengajukan masukan-
masukan yang di nilai dapat menunjang kinerja pada komisi tersebut, usulan 
tersebut sebelumnya dirumuskan oleh anggota kemuadian diajukan kepada 
pimpinan untu dinilai dan dipelajari apakah usulan tersebut dapat dipergunakan. 
Setiap pekerjaan atau program yang dijalankan oleh anggota DPRD harus 
mendapat persetujuan dari pimpinan dengan demikian kegiatan yang dijalankan 
dapat diketahui maknanya dan dapat dievaluasi hasilnya. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan H. Ngadikum, salah 
seorang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara tanggal 13/08/15: 
”Setiap menjalankan kegiatan pada Komisi I DPRD Kabupaten Kayong 
utara setiap anggota komisi memiliki usulan-uslan sehubungan dengan 
kegiatan yang dijalankan, usulan ini merupakan masukan yang diajukan 
kepada pimpinan agar pimpinan dapat mempelajari usulan yang 
disampaikan dan menggunakan usulan tersebut sebagai salah satu 
bahan pertimbangan untuk menjalankan kegiatan pada Komisi I”. 
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan tercapai. Disini dapat diartikan usulan yang disampaikan 
kepada pimpinan oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara sudah 
berjalan. 
j. Memberikan laporan tertulis pada pimpinan DPRD 
Pelaksanaan suatu kegiatan seringkali dikatakan sebagai kunci dari 
keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang 
diemban. Dalam hal ini agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana 
yang diharapkan maka perlu memperhatikan kesiapan kesiapan sebagai berikut 
; Ketersediaan sumber daya manusia pelaksana yang profesional, Kecukupan 
anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, Dukungan sarana dan 
prasarana yang representatif serta adanya manajemen pelaksanaan yang efektif 
dan efisien. 
Sebagai salah satu organisasi komisi I memiliki pertanggungjawaban untuk 
memberikan laporan-laporan kerja yang telah dilakukan serta bertanggung 
jawab penuh atas laporan yang disusun tersebut. Berdasarkan laporan yang 
telah dilakukan tersebut maka pimpinan dapat melihat hasil kerja bawahannya 
dan melakukan pembenahan ataupun peningkatan kualitas kerja dari 
bawahannya. Pimpinan sebagai atasan hendaknya bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk mengikuti petunjuk kerja 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian mengenai 
memberikan laporan tertulis pada pimpinan DPRD dapat dilihat pada tabel : 
Tabel 22 : Tanggapan Responden Tentang Memberikan  
laporan tertulis pada pimpinan DPRD 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1 .   Laporan kunjungan kerja 2 2 1 5 
2 .   Laporan hasil rapat anggota 
komisi 
2 2 1 5 
3 .   Laporan tahunan 
2 2 1 5 
Jumlah 6 6 3 30 
Rata-rata 2 2 1 10 
Persentase 40,00 40,00 10,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2011 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan responden anggota Komisi I 
DPRD Kabupaten Kayong utara mengenai pemberian laporan tertulis pada 
pimpinan DPRD maka sebanyak 4 orang responden atau 40,00% memberikan 
tanggapan tercapai, sebanyak 5 orang atau 50,00% memberikan tanggapan 
kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 10,00% memberikan 
tanggapan tidak tercapai. 
Untuk mengetahui bagaimana tanggapan informan mengenai memberikan 
laporan tertulis pada pimpinan DPRD dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 23 : Tanggapan Informan Tentang Memberikan laporan 
 tertulis pada pimpinan DPRD 
No 
Sub Indikator  
(item pertanyaan) 
Kategori Pengukuran 
Jumlah 
Tercapai 
Kurang  
Tercapai 
Tidak  
tercapai 
1.  Laporan kunjungan kerja 1 3 1 5 
2.  Laporan hasil rapat anggota 
komisi 
1 3 1 5 
3.  Laporan tahunan 1 3 1 5 
Jumlah 3 9 3 15 
Rata-rata 1 3 1 5 
Persentase 20,00 60,00 20,00 100 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015 
Dari tabel diatas dapat dilihat tanggapan informan mengenai pemberian 
laporan tertulis pada pimpinan DPRD maka sebanyak 1 orang responden atau 
20,00% memberikan tanggapan tercapai, sebanyak 3 orang atau 60,00% 
memberikan tanggapan kurang tercapai dan sebanyak 1 orang responden atau 
20,00% memberikan tanggapan tidak tercapai. 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan H. Efendi Ahmad,S.Pdi 
salah seorang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong utara tanggal 
13/08/15: 
”Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Komisi I baik hasil 
kunjungan kerja, hasil dengan pendapat maupun hasil kerja tahunan 
dilaporkan oleh anggota Komisi I kepada pimpinan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kerja yang telah dilakukan, namun sejauh ini 
pertanggungjawaban berupa laporan-laporan kerja tersebut masih belum 
berjalan dengan maksimal karena masih banyaknya anggota Komisi I 
yang belum membuat laporan sesuai dengan ketentuan.”. 
Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa sebagian besar responden 
memberikan tanggapan kurang tercapai. 
 
 
Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Komisi I (Satu) Bidang Hukum Dan 
Pemerintahan Yang Ada Di DPRD Kayong Utara Peningkatan Kinerja Dalam 
Rangka Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Bercirikan Tata Pemerintahan 
Yang Baik. 
Namun ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan 
dan ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja yang ditunjukan oleh pegawai, 
upaya yang dilakukan tersebut antara lain : 
1. Memberikan pendidikan dan latihan bagi anggota Komisi I DPRD Kabupaten 
Kayong Utara dalam meningkatkan kualitas sember daya manusia maka 
pemberian pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten Kayong 
Utara, sangat penting karena dengan pendidikan dan latihan yang diberikan 
anggota DPRD dapat meningkatka keterampilan dan wawasan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
2. Meningkatkan kapabilitas dan Potensi diri Peningkatan kapabilitas dan potensi 
yang dimiliki anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara saat ini belum 
maksimal, hal ini bisa dilihat dari aspirasi masyarakat yang belum tertampung 
dan terealisasi, berkaitan dengan hal tersebut dilakukan peningkatan 
kapabilitas dan potensi dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara. 
3. Meningkatkan keahlian dan skill keahlian dan skill yang dimiliki oleh anggota 
Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat ditingkatkan melalui jalan 
melakukan studi banding, magang dan kegiatan outbond. 
Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kinerja Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kayong-Utara, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari tabel hasil penelitian mengenai kinerja anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong-Utara maka rata-rata responden memberikan tanggapan 
kurang tercapai yang diperoleh dari tanggapan responden maupun informan 
dari kesepuluh indikator penelitian yang penulis sebarkan baik dalam bentuk 
hasil kuesioner maupun hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan 
di lapangan. 
2. Adapun upaya-upaya peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten Kayong-
Utara antara lain : 
a. Memberikan pendidikan dan latihan bagi anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong Utara dalam meningkatkan kualitas sember daya 
manusia maka pemberian pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPRD 
Kabupaten Kayong-Utara, sangat penting karena dengan pendidikan dan 
latihan yang diberikan anggota DPRD dapat meningkatka keterampilan dan 
wawasan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
b. Meningkatkan kapabilitas dan Potensi diri Peningkatan kapabilitas dan 
potensi yang dimiliki anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong-Utara 
saat ini belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari aspirasi masyarakat yang 
belum tertampung dan terealisasi, berkaitan dengan hal tersebut dilakukan 
peningkatan kapabilitas dan potensi dari anggota Komisi I DPRD 
Kabupaten Kayong-Utara. 
c. Meningkatkan keahlian dan skill keahlian dan skill yang dimiliki oleh 
anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong-Utara dapat ditingkatkan 
melalui jalan melakukan studi banding, magang dan kegiatan outbond. 
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